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ABSTRACT

Credit takeover means credit which is taken over by other creditors under
the same debtor. Regulation concerning credit takeover in Indonesia is not
explicitly stipulated in specific legislation therefore legal protection for new
creditor who conduct credit take over is still bias mainly when the time of
repayment and delivery of collateral are not conducted at the same day.

The method used in the present study is a normative legal research,
namely legal research which is conducted by examining the library materials or
secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches,
namely the law and conceptual approaches.

The present study shows that credit takeover shall follows general
regulation concerning subrogation which is equipped with the implementation of
freedom of contract principle. Legal protection for new creditor within credit
takeover can be obtained internally through agreement that is made between new
with former creditors coupled with the debtor.
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ABSTRAK

Pengambilalihan kredit mempunyai arti kredit yang diambil alih dari satu
kreditor oleh kreditor lain untuk satu debitor yang sama. Pengaturan mengenai
pengambilalihan kredit di Indonesia belum secara tegas diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang khusus sehingga masih belum sepenuhnya
memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terlebih dalam posisi pada saat
pelunasan dan penyerahan jaminan tidak dilakukan pada hari yang sama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan
hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan
dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan
konseptual.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengambilalihan kredit mengkuti
ketentuan umum mengenai subrogasi yang dilengkapi dengan implementasi asas
kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengambilalihan
kredit dapat diperoleh secara internal melalui perjanjian yang dibuat antara
kreditor baru dengan kreditur lama dan kreditur baru dengan debitur.

Kata Kunci : Kredit, Pengambilalihan, Perlindungan Hukum
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Kesimpulan

1) Ketentuan yang secara umum tidak diatur dalam proses take over dapat dilengkapi dengan
klausul-klausul dalam perjanjian take over yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan. Namun Take Over merupakan jenis perjanjian yang lahir karena perjanjian
dan atas inisiatif dari debitur. Pada posisi ini debitur meminjam uang kepada pihak ketiga
untuk melunasi hutangnya kepada kreditor. Dari posisi ini kedudukan kreditor lama
digantikan oleh pihak ketiga sebagai kreditor baru. Peraturan Perundang-Undangan yang
mengatur mengenai pengambilalihan kredit (take over) belum mampu memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya karena mengenai
pengambilalihan kredit (take over) dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih
didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku mengikat sebagaimana undang-
undang bagi pihak kreditor baru dan debitur.

2) Perlindungan hukum bagi kreditor baru dalam proses pengambilalihan kredit (take over)
dapat diperoleh secara internal atau yang disebut dengan perlindungan hukum preventif
melalui klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian pengambilalihan kredit (take over).
Selain itu terdapat perlindungan hukum yang bersifat eksternal atau yang bersifat represif

yang diperoleh melalui gugatan ke pengadilan.



Saran

1) Diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengambilalihan kredit (take over)
karena perjanjian take over ini sangat berperan dalam perekonomian, khususnya dalam
transaksi perbankan agar mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum
baik bagi kreditor maupun bagi debitur.

2) Para pihak yang terlibat di dalam pengambilalihan kredit harus mampu memasukkan
klausul-klausul dalam perjanjian yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum secara
internal bagi para pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam proses pengambilalilahan kredit

(take over).
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